PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NCMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang

S

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah, Kepaia Daerah mengajukan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kcpada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah {(DPRDj
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1 1
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2011;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atieh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumate
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor

1103);

insi Sumaterg Utara {T embaran

S iid s

g-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

tas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perclehan Hak atas Tanah d
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan {Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Thox e st Te oo oo

ahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 15
i

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

T
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59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahur

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa1ak

T\n ~
aerah ibusi Daerah (Lemb
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

iiigili

Pembentukan Daerah PI‘OpII’lSI (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1950 Nomor 39);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan RPnzﬂq Daerah dan Wakil KPng}a

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028},
Tahun 2004 tentang

i
&
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eraturan Pemerintah :
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

san Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

i ol et ~oneT
sos P IRFIIET

— . -~ L 0
Perafiiran Permerinitan NOTNoT : ¢
i CiGiliiciii FCINCriiilail INOIIICT < i LiCiiiiail ZUUT

]
0]
@]
]
o
o
]
=
o
0
o

waai Lria Aviiiz iNRS Loiiuliis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negar eﬂh blilkt

AirsliiisTasa et g

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

i Ciia LaGiO

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
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Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Ne epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
””””” P Pemerintah,

Lulx]pxu;;géa;a.u r\'“:‘i“(“:rhuandu ua\.,;cux nC_thLua
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
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27.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

i

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
penyampaian;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah;

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daecrah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7};



32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

NAam L MTamh
iYOImior &, Tambahan Lembaran

33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi
Telkni

dan Tata R’Prm Lﬁrnngcra is Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 9);

34.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 17};

35.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 1);

36.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2011 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2010 Nomor 4);

37.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2011 (Lembaran Dacrah Provinsi

Utara Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
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Pasal 1

(1)  Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
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Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a

Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah............ e Rp. 4.958.481.901.866,94
b. Belanja Dastal . ... ..coommmsmsmsnss oo Rp. 4.611.477.163.249,60
BUFPIIS s s S —— Rp. 347.004.738.617,34

C. Pembiayaan Dacral.....ssmmsssamersn woss e
- Penerimaan Daerah.........cooovvviiviviiniiienenn .. .Rp. 404.884.722.999,28
- engeluaran Daerah e ssvsesmmnsesss Rp 30.917.706.006,00
Pemibigvasan Mot wessmmassesnssmmmo Rp. 373.967.016.999,28
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran {SILPAj........ Rp. 720.971.755.616,62

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapata

Rp. 7.623.171.792,94 dengan rincian sebagai berikut :

1 Arnooaran rendanatan eatelah neriithahan Rn 4 050 88KR.730.074 .00



Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun
2011 sebagaimana berikut :

a. Jumlah Asset .....oooovviiiiiiiiiiiiiiinan.. OO Rp.12.199.119.521.516,90

b. Jumlah Kewajiban....................... SR 8 § S 5 Rp. 634.639.434.850,60

C. Jumlah Ekuitas Dana........c..ccocvviiiiiiiininnnn. Rp.11.564.480.086.666,30
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:
a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2011 Rp. 404.884.722.999,28
b. Arus Kas dari aktivitas operasi.............c.c.......... Rp.1.410.242.115.376,34
€. Arus Kas dari aktivitas investasi asset

DO KEUSHBAN .o meecimasm bbb s NS H S R0 Rp.(1.063.237.376.759,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan................... Rp. (30.917.706.000.,00)
B, Arus Kas dari aktivitas non anggarafl................ Rp. 0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2011............ Rp. 722.661.348.490.62

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d
Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiranl : Laporan Realisasi Anggaran
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Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan
kegiatan,;

Lampiran [.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

kesclarasan dan Kceicrpaduan urusai
Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan ;

Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran [.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran [.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

Lampiran .9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnyva;

Lampiran 1.10 : Daftar kegiatan-k ]

akhir tahun dan dlanggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran 1.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran 1.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran Ili : Laporan arus kas
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lamplran Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

4~n1ﬂ/~]11~1 :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lamplran V yang merupakan bagian yang

e Iaratzieagrs | -

tidak ter })Lbaux\_al‘ dari Peraturan Daeral Hil,

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9



Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Oktober 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal e Ckiclke~ 3012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

b

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
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TENTANG

PERTANGGUGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

PENJELASAN UMUM

1

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
1 adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201

sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuanga

- n Masroh
1] nolageran.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhituingan APRD,

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentano Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas
Pasai 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Huruf a . Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2011 terdiri dari :
- Kas yang berada di Bendahara
Umum Daerah (BUD) Rp. 705.696.062.686,62
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 15.275.692.930,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 1.689.592.874,00
Pasal 6 . Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas



